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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

1. Perlindungan konsumen merupakan suatu unsur dalam bentuk kehidupan 

yang mengacu pada aturan dan juga hukum guna memperoleh pengukuhan 

hak dan kewajiban dalam bentuk perlindungan. Hukum perlindungan 

konsumen mengacu pada asas dan juga bentuk yang dapat diterima dan 

dilakukan oleh konsumen dalam aspek hukum. Hal ini mengacu pada 

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen yang menyatakan jika konsumen memiliki upaya 

penjaminan hukum dalam sistem dagang. Hal merupakan bentuk 

pengakuan hak atas setiap warga Negara Indonesia wajib mendaptkan 

bentuk perlindungan hukum baik dalam bentuk apapaun, terutama dalam 

hal ini yang menyangkut mengenai perlindungan konsumen dalam bidang 

transaksi elektronik. Undang-Undang penjamin kemerdekaan konsumen di 

atur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. 

Aspek yang mengacu pada transaksi elektronik akan selalu berhubungan 

dengan aspek perlindungan bagi setiap unsur yang dirugikan dalam suatu 

perjanjian. Oleh karena itu atas dasar kerugian yang dialami oleh 

konsumen diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. Dalam aturan yang ada di dalam Undang-

Undang Perlindungan Konsumen akan mengacu pada bentuk larangan 

bagi pelaku usaha   yang melakukan kegiatan perdagangan baik secara 
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langsung maupun dari situs marketplace. Disisi lain adanya aturan 

mengenai tanggung jawab atas kegiatan yang terindikasi mengacu pada 

kerugian pada konsumen; dan 

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen berdasarkan Undang – 

Undang Perlindungan Konsumen salah satunya adalah melakukan gugatan 

kelompok atau class action, tindakan ini diatur dalam Pasal 46 ayat (1) 

huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Kosnumen  yang menyebutkan bahwa sekelompok konsumen yang 

mempunyai kepentingan yang sama. Gugatan ini bisa diajukan oleh 

konsumen yang benar – benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara 

hukum kepada peradilan hukum. Adanya gugatan class action bisa  

membantu efisiensi konsumen dalam berperkara. Mengingat jumlah 

konsumen yang dirugikan berjumlah tidak sedikit. 

B. Saran   

1. Kegiatan transaksi elektronik maka akan berbasis pada aturan tentang 

perjanjian dan perikatan yang dimuat dalam dalam Pasal 52Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Aturan 

ini masih belum cukup baik dalam mengatur kegiatan dagang yang 

mengikat pelaku usaha dan konsumen dalam situs elektronik. Dalam 

aturan ini masih belum jelas mengenai kewajiban dari subjek hukum,dan 

pengaturan nya masih jelas dan terang menggunakan Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen. Diharapkan adanya revisi atas aturan tersebut 

agar memiliki kedudukan hukum yang kuat dan dapat menjadi aturan 
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hukum yang jelas dan terbuka kepada masyarakat untuk mengadili 

sengketa antara pelaku usaha dan konsumen dalam kegiatan transaksi 

secara elektronik di dalam situs elektronik.hal ini mengacu pada kemajuan 

zaman yang semakin berkembang dan maju; dan 

2. Adanya harapan agara lembaga BPSK bisa memiliki kedudukan yang 

dapat memasukan masalah tentang sengketa konsumen dengan pelaku 

usaha secara fina tanpa melibatkan lembaga lain. Dan juga dalam hal ini 

diharapkan agar BPSK dapat bersumbangsih menangani masalah 

masyarakat terutama dalam kegiatan wanprestasi yang ada di dalam situs 

jual beli elektronik. BPSK harus menjadi lembaga mandi yang kuat agar 

menciptakan keadilan secara litigasi dalam menciptakan kesejahteraan 

masyarakat karena dengan bentuk pendekatan maka masyarakat akan lebih 

tertarik dan percaya jika BPSK mampu memberikan solusi atas 

permasalahan transaksi elektronik dan prestasi yang dilakukan oleh subjek 

hukum di dalamnya.  
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